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Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tempat yang 
memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penularan penyakit. Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas ditujukan untuk dapat mengurangi risiko 
terjadinya kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) di puskesmas.  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Puskesmas di Kabupaten Semarang 
telah dilaksanakan sejak tahun 2010 namun hingga saat ini belum pernah 
dilakukan evaluasi tentang efektifi tas pelaksanaan K3 puskesmas serta 
dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.  Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3 puskesmas di Kabupaten 
Semarang.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 
lima dimensi RE-AIM framework untuk mengevaluasi penerapan K3 puskesmas 
di Kabupaten Semarang.. 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas telah diterapkan di seluruh 
puskesmas yang diteliti, meskipun dalam penerapannya terdapat perbedaan 
pemahaman. Perbedaan dalam penerapan K3 puskesmas disebabkan oleh 
perbedaan proses sosialisasi yang dialami oleh puskesmas

Kata Kunci : 
Keselamatan 
Kesehatan Kerja (K3)
puskesmas
RE-AIM framework

PENDAHULUAN

Pusat Kesehatan Masyarakat atau lebih sering disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan  
kesehatan yang menyelenggarakan  upaya  kesehatan  masyarakat dan upaya kesehatan  perseorangan  
tingkat  pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat  
kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya, dengan mengutamakan keamanan 
dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.(1)   Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
menjadikan tenaga kesehatan seringkali terpapar dengan potensi bahaya biologi yang terkandung dalam 
darah atau cairan tubuh lainnya yang berasal dari pasien yang harus mereka tangani sehari-hari.(2)  Potensi 
bahaya ini dapat berupa virus maupun bakteri.  Prevalensi penyakit yang  diakibatkan  oleh bakteri dan 
virus menempati urutan teratas penyakit yang dapat menular dari pasien ke petugas puskesmas selama 
bekerja, diantaranya penyakit Hepatitis B, Hepatitis C, HIV AIDS dan TB Paru.  Kewaspadaan standar 
merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengendalikan penyebaran virus dan bakteri di 
fasyankes terutama terkait penyakit TB, HIV dan infeksi nosokomial.(3)  Upaya pengendalian ini penting 
dilakukan karena dapat memberikan perlindungan kepada pasien lain dan petugas kesehatan di fasyankes.
(4) 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan 
keselamatan, serta peningkatan derajat kesehatan pekerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan 
kerja dan penyakit akibat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.(5)  Sebagaimana yang 
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dimana perlu adanya upaya kesehatan 
kerja yang bertujuan melindungi pekerja dari pengaruh buruk pekerjaannya dengan cara menerapkan 
standar kesehatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.(6)  Kualitas pelayanan di puskesmas 
dapat meningkat dengan lebih memperhatikan keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan karyawan 
melalui penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas secara paripurna.(7)  Penerapan 
K3 juga dimaksudkan untuk melindungi pekerja sehingga dapat mewujudkan produktivitas kerja yang 
optimal.(8)  Hasil penelitian Masoud Rafi ei, dkk pada Primary Health Care di Iran membuktikan bahwa 
untuk mengembangkan sumber daya manusia di tempat kerja, maka hal terpenting yang harus dilakukan 
adalah menjaga agar pekerja tetap sehat dan produktif.(9)  Penerapan K3 merupakan persyaratan yang 
wajib dilaksanakan di puskesmas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(6) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang 
Akreditasi Puskesmas.(10) 

Data survei pendahuluan menunjukkan bahwa di Kabupaten Semarang terdapat 26 puskesmas, 
yang terdiri atas 12 puskesmas rawat inap dan 14 puskesmas rawat jalan.  Pada tahun 2010, Kabupaten 
Semarang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Ri menjadi salah satu Kabupaten Percontohan K3 
bersama dengan Kabupaten Cilegon.  Puskesmas yang ditunjuk sebagai Puskesmas Percontohan K3 
adalah Puskesmas Tengaran, Pringapus, Bergas, Duren dan Bawen.  Data evaluasi pelaksanaan program 
hanya menampilkan persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja, persentase tempat 
kerja menerapkan kesehatan kerja dan jumlah Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja).  Sampai saat ini belum 
pernah dilakukan evaluasi tentang penerapan K3 puskesmas.  Selain itu, dari 26 puskesmas yang ada 
hanya 4 puskesmas (15%) yang memiliki tenaga fungsional bidang kesehatan kerja, yang sehari-hari juga 
harus melakukan tugas rangkap dengan pekerjaan yang lain.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan  menganalisa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) puskesmas untuk mengetahui capaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas 
di Kabupaten Semarang menggunakan RE-AIM framework.

METODE

Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif dengan  metode observasional.  Data dikumpulkan 
dengan melakukan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.(11)  Pencatatan hasil 
wawancara dan pengamatan dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.(12)  
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Puskesmas A, B, C dan D.  Puskesmas A dan D mewakili 
puskesmas yang pernah menjadi puskesmas percontohan pada tahun 2010, sedangkan Puskesmas B dan 
C mewakili puskesmas yang telah terakreditasi.  

Subyek dalam penelitian ini adalah  kepala puskesmas dan pelaksana K3 puskesmas sebagai 
informan kunci dan tenaga fungsional puskesmas (dokter, perawat, bidan) sebagai informan triangulasi, 
yang dipilih menggunakan metode purposive sampling.(13) Data primer diperoleh melalui wawancara 
mendalam dengan menggunakan panduan kuesioner dengan jenis pertanyaan terbuka, sehingga dapat 
diperoleh hasil wawancara yang lebih detil.(14)  Observasi dilakukan dengan menggunakan ceklist dalam 
buku Pedoman Penerapan K3 Puskesmas yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI.(5)  Data 
sekunder dikumpulkan dari dokumen pelaporan yang ada di puskesmas yang berkaitan dengan penerapan 
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K3 puskesmas.   Kuesioner dan ceklist merupakan instrumen dalam penelitian ini, yang diharapkan dapat 
dengan tepat mengukur sehingga dihasilkan data yang valid.(15) 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 
berlangsung karena reduksi data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis.(16)  Penyajian 
data dilakukan untuk mengorganisasi dan menyusun pola hubungannya agar lebih mudah dipahami, 
sehingga dapat direncanakan langkah selanjutnya.(17)  

Informasi yang akurat dibutuhkan  dalam pengambilan keputusan mengenai dampak suatu intervensi 
terhadap kesehatan masyarakat.  Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan sebuah program intervensi tidak 
hanya dapat dilihat dari sisi efektifi tas program, namun perlu juga untuk mempertimbangkan faktor lain 
yang mungkin berpengaruh.(18)  Kerangka RE-AIM (Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, 
Maintenance)  menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan lima dimensi 
penting untuk mengevaluasi dampak kesehatan masyarakat yang potensial dari sebuah intervensi.(19)  
Menyimpulkan dan melaporkan faktor-faktor dari hasil validitas internal dan eksternal sebuah program 
intervensi dapat membantu menyediakan lebih banyak petunjuk bagi kemajuan program dan penelitian 
lebih lanjut.(20)  Penggunaan RE-AIM framework dalam evaluasi program dapat menghindari pemakaian 
sumber daya yang berlebihan, ketidakteraturan program serta kegagalan dalam peningkatan kesehatan 
masyarakat.(21) 

Pengumpulan data tentang capaian penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) puskesmas 
dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara, yang dilakukan terhadap informan kunci 
dan informan triangulasi, dengan masing-masing pertanyaan dikelompokkan dalam kriteria Reach, 
Effectiveness, Adoption, Implementation dan Maintenance, yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Reach

Reach merupakan variabel yang menunjukkan persentase pegawai puskesmas yang menerapkan 
program K3 dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sehari-hari, yang dapat diidentifi kasi dengan 
pertanyaan mengenai jumlah petugas K3 puskesmas dan jumlah petugas puskesmas yang telah dilatih 
K3.

2. Effectiveness
Effectiveness merupakan variabel yang menunjukkan efektifi tas penerapan program K3 dalam 

mengendalikan dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di puskesmas, yang 
dapat diidentifi kasi dengan pertanyaan mengenai dampak penerapan K3 puskesmas, penerapan K3 di 
setiap aspek pekerjaan puskesmas, sumber daya yang dibutuhkan dan pengaruh penerapan K3 terhadap 
kualitas pelayanan kepada pasien.

3. Adoption
Adoption merupakan variabel yang menunjukkan persentase unit kerja / bagian di puskesmas yang 

telah mengadopsi program K3 dalam kegiatan sehari-hari, yang dapat diidentifi kasi dengan pertanyaan 
mengenai pengetahuan petugas tentang penerapan K3 dan pelatihan atau sosialisasi yang yang pernah 
diikuti dalam rangka penerapan K3 puskesmas serta kegiatan yang dilaksanakan di puskesmas dalam 
rangka penerapan K3.
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4. Implementation
Implementation  merupakan variabel yang menunjukkan penerapan program K3 sesuai pedoman 

pelaksanaan K3 puskesmas oleh seluruh petugas puskesmas, yang dapat diidentifi kasi dengan pertanyaan 
mengenai penanggung jawab dalam penerapan K3 puskesmas, pengetahuan petugas puskesmas tentang 
K3, pernahkah dilakukan sosialisasi tentang K3 di puskesmas, kapan K3 mulai diterapkan di puskesmas, 
siapa saja yang harus menerapkan K3, adakah  sanksi bagi yang melanggar dan hambatan yang dihadapi 
dalam penerapan K3 puskesmas.

5. Maintenance
Maintenance merupakan variabel yang menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menjaga 

keberlangsungan penerapan program K3 puskesmas, yang dapat diidentifi kasi dengan pertanyaan 
mengenai bagaimana upaya yang dilakukan untuk keberlangsungan penerapan K3, adanya dukungan 
dari atasan, perlunya menambah pengetahuan dalam bidang K3 serta yang diharapkan dari penerapan K3 
puskesmas.

 
HASIL DAN PEMBAHASAN

Reach dapat diartikan sebagai persentase dan keterwakilan dari individu yang bersedia berpartisipasi 
terhadap suatu intervensi.(22)  Reach diukur dengan membandingkan jumlah orang yang menerima 
kebijakan atau program dibandingkan dengan jumlah seluruh populasi.  Pada kriteria Reach, diperoleh 
jawaban dari informan kunci bahwa di keempat puskesmas yang diteliti telah memiliki petugas yang 
menangani K3 puskesmas.  Hal tersebut sesuai dengan yang disyaratkan dalam ketentuan yang tertuang 
pada buku Pedoman Penerapan K3 Puskesmas,(5) dimana setiap puskesmas hendaknya memiliki 
petugas yang menangani penerapan K3 puskesmas. Namun terdapat perbedaan dalam hal jumlah 
petugas puskesmas yang pernah mendapatkan pelatihan K3.  Pada puskesmas percontohan, petugas 
yang menangani tentang K3 puskesmas telah mendapatkan pelatihan K3, termasuk kepala puskesmas 
dan seorang dokter fungsional, dimana ketiganya masuk dalam Tim K3 puskesmas.  Sedangkan pada 
puskesmas bukan percontohan, belum ada petugas yang pernah mendapatkan pelatihan tentang K3 dan 
tidak memiliki Tim K3.  Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja penerapan K3.  Puskesmas 
bukan percontohan belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang penerapan K3 puskesmas.  Selama ini 
penggunaan APD, pengelolaan limbah dan keberadaan APAR di puskesmas merupakan sarana prasarana 
yang dipersyaratkan dalam akreditasi, karena setiap puskesmas diwajibkan memenuhi persyaratan 
akreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Effectiveness merupakan penilaian keberhasilan intervensi suatu program berdasarkan konsekuensi 
positif dan negatif yang dihasilkan dengan mempertimbangkan perilaku, kualitas hidup serta kepuasan 
peserta.(23)  Efektivitas intervensi sebuah program sangat penting diperhatikan, selain manfaat yang 
dihasilkan juga harus dipastikan bahwa kerugian yang mungkin timbul tidak melebihi manfaat.(19)  
Pembahasan mengenai efektifi tas penerapan K3 puskesmas dimulai dari dampak yang dirasakan oleh 
karyawan puskesmas dengan menerapkan K3 dalam proses pekerjaannya.  Dampak positif dirasakan 
setelah menerapkan K3 puskesmas, berupa penurunan angka kesakitan dan absensi karyawan.  Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Malgorzata J.K., dkk yang menyatakan 
bahwa setiap orang di tempat kerja bertanggung jawab terhadap munculnya risiko cidera dimana perilaku 
yang tidak aman dapat memicu terjadinya kecelakaan dan cidera.(24) 
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Tersedianya bangunan yang memenuhi standar keselamatan bukanlah suatu hal yang dapat 
dikesampingkan. Bangunan puskesmas merupakan salah satu bangunan gedung milik negara, yang 
pendiriannya harus memenuhi pesyaratan perundangan, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 
73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.(25)  Responden pada penelitian 
yang dilakukan oleh Sergio Riberio dos Santos dkk menjawab bahwa upaya preventif yang semestinya 
dilakukan di puskesmas untuk mencegah kecelakaan atau penularan virus dan bakteri antara lain 
dengan pencahayaan yang memadai (53%), penggunaan sarung tangan (100%), penggunaan kacamata 
pengaman (81%) dan pengelolaan jarum dan peralatan tajam (96%).(2)  Dijelaskan dalam penelitian 
tersebut bahwa pada seluruh tempat kerja harus memiliki pencahayaan alami ataupun buatan yang cukup 
mampu menunjang proses pekerjaan karena pencahayaan tempat kerja yang baik dapat meningkatkan 
produktivitas, mengurangi kecelakaan kerja, dan mengurangi masalah gangguan mata serta gangguan 
pekerjaan pada umumnya.  

Penerapan K3 puskesmas diharapkan mampu mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit 
akibat kerja, sehingga dengan terjaminnya keselamatan dan kesehatan petugas maka kualitas pelayanan 
terhadap pasien juga dapat meningkat, sebagaimana jawaban yang diberikan oleh respoden yaitu mereka 
merasakan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pasien semenjak menerapkan K3 puskesmas.  
Penelitian Agnew C., dkk menemukan bahwa pada skor iklim keselamatan rumah sakit secara positif 
terkait dengan perilaku keselamatan kerja karyawan rumah sakit dan berkaitan negatif dengan cedera pada 
pasien maupun karyawan rumah sakit.(26)  Hasil penelitian Anders Pousette, dkk menemukan bahwa 
iklim keselamatan pasien dan iklim keselamatan kerja berhubungan positif sangat erat satu sama lain, 
dimana apabila iklim keselamatan pasien sangat baik maka iklim keselamatan kerja juga baik, demikian 
juga sebaliknya.(7) 

Sebuah program akan dikatakan efektif apabila mampu menghasilkan perubahan yang positif 
sesuai yang diharapkan.  Saat ditanyakan mengenai keberhasilan penerapan K3 puskesmas, sebagian 
informan mengatakan sudah cukup baik, sedangkan sebagian lainnya mengatakan masih banyak hal yang 
perlu ditingkatkan.  Tentu saja jawaban tersebut merupakan penilaian subyektif dari informan, namun 
apabila dilihat dari jawaban-jawaban pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan dampak positif 
yang dihasilkan, penerapan K3 di setiap aspek pekerjaan, pengaruhnya pada kualitas pelayanan terhadap 
pasien dan berkurangnya angka kecelakaan kerja maka dapat dikatakan bahwa penerapan K3 puskesmas 
cukup efektif dalam menghasilkan intervensi yang positif.

Adoption mengacu pada proporsi dan keterwakilan dari suatu kelompok yang mengadopsi kebijakan 
atau program tertentu, yang dapat dinilai menggunakan observasi langsung atau wawancara terstruktur 
atau survei. (19)  Pada kriteria adopsi ditanyakan kepada informan mengenai pelatihan atau sosialisasi 
tentang K3 yang pernah diperolehnya serta kegiatan  yang dilaksanakan di puskesmas berkaitan dengan 
penerapan K3 puskesmas.  Petugas pada puskesmas percontohan yang telah mendapatkan pelatihan K3 
antara lain kepala puskesmas, pelaksana K3 dan seorang dokter fungsional, sedangkan pada puskesmas 
bukan percontohan belum ada petugas  yang pernah mendapatkan pelatihan K3.

Rata-rata kegiatan yang dilaksanakan di puskesmas dalam rangka penerapan K3 hampir sama, antara 
lain pemeriksaan tensi, BB, TB, gula darah, asam urat dan kolesterol yang termasuk dalam kegiatan 
Posbindu puskesmas.  Kemudian ada pula kegiatan tes Rockpot untuk mengetahui tingkat kebugaran 
karyawan, selain tentu saja saat pelayanan terhadap pasien tetap harus menggunakan APD dan mematuhi 
SPO yang ada.  Mengenai monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan K3 puskesmas meskipun dilakukan 
namun disayangkan belum bisa berjalan secara rutin dan teratur.  Terkadang monitoring evaluasi dilakukan 
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menyesuaikan dengan jadwal petugas yang bersangkutan.  Padahal kegiatan monitoring dan evaluasi 
merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah rangkaian pekerjaan, sehingga dapat diketahui 
tingkat perkembangan sebuah program serta hambatan yang dihadapi sehingga selanjutnya dapat disusun 
perencanaan lanjutan untuk pengembangan program.  Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat diperlukan 
untuk pembelajaran program serta akuntabilitas data bagi pelaksana, fasilitator dan penyandang dana.(27)  
Secara teori, monitoring dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 
menyediakan data dari sebuah program yang sedang berlangsung dengan memperhatikan indikasi awal 
kemajuan atau kemunduran dalam pencapaian hasil bagi pihak manajemen dan pemangku kebijakan, 
sedangkan evaluasi diartikan sebagai pengujian selektif yang mencoba menilai kemajuan program dan 
pencapaian hasil secara sistematis dan obyektif.(28) 

Implementation mengacu pada sejauh mana sebuah program  dapat tersampaikan dan diterima 
sebagaimana mestinya.  Analisis terhadap implementasi sangat penting dilakukan dalam menentukan 
intervensi seperti apa yang cocok diberikan pada suatu kelompok sasaran.(19)  Pengetahuan karyawan 
puskesmas mengenai penerapan K3 secara global sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya 
masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan.  Sangatlah disayangkan karena tidak adanya sanksi 
yang tegas terhadap pelanggaran sehingga pada beberapa orang yang belum memiliki kesadaran untuk 
menerapkan K3 akan terus mengulang kesalahannya.  Meskipun pada sebagian puskesmas tidak secara 
khusus mengenai penerapan K3 serta telah adanya komitmen bersama untuk penerapan K3 puskesmas 
namun ternyata sosialisasi tetap perlu dilakukan sebelum penerapan sebuah program baru.  Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siw Carlfjord, dkk, yang diketahui bahwa sosialisasi dan 
pembiasaan terbukti lebih efektif dalam penggunaan peralatan medis yang baru dibandingkan apabila 
tanpa sosialisasi.(22)  

Penerapan K3 puskesmas juga menghadapi berbagai hambatan, yang dapat bersumber dari internal 
maupun eksternal puskesmas.  Faktor internal yang menjadi hambatan dalam penerapan K3 antara 
lain adalah kurangnya tenaga yang kompeten dalam bidang K3 di puskesmas, masih lemahnya upaya 
pembudayaan K3 di puskesmas, terbatasnya anggaran untuk memenuhi sarana prasarana yang menunjang 
K3, masih lemahnya monitoring dan evaluasi serta kurangnya kesadaran dari masing-masing petugas 
untuk menerapkan K3 dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari.  Sedangkan yang menjadi faktor eksternal 
yaitu masih kurangnya dukungan dari instansi pembina dalam hal pengawasan program.

Kurangnya sosialisasi tentang penerapan K3 puskesmas juga menyebabkan lemahnya monitoring 
dan evaluasi program karena masih ada beberapa kepala puskesmas yang belum memahami tentang 
penerapan K3 puskesmas serta pentingnya monitoring dan evaluasi program dalam rangka penilaian 
capaian keberhasilan.  Dukungan dari Dinas Kesehatan yang dirasakan masih kurang juga menyebabkan 
lemahnya monitoring dan evaluasi program di puskesmas karena puskesmas merasa tidak adanya 
perhatian dalam hal penerapan K3 puskesmas.  Hal lain yang juga dirasakan sebagai hambatan adalah 
sulitnya pembudayaan SPO serta kurangnya kesadaran dari masing-masing individu untuk menerapkan 
K3 puskesmas.  Penggunaan APD yang kurang nyaman seringkali dijadikan alasan bagi karyawan untuk 
tidak menggunakannya.

Maintenance adalah sejauh mana seseorang mempertahankan perubahan perilaku dalam jangka 
panjang serta sejauh mana keberlanjutan suatu program dari waktu ke waktu dalam sebuah organisasi.(19)   
Tantangan  terbesar dari suatu program adalah menjaga keberlangsungan perubahan perilaku, baik secara 
individual maupun secara kelompok.(29)   Upaya-upaya yang dilakukan harus terarah, terencana dan 
terkoordinasi untuk menjaga kelestarian program.  Motivasi sangat dibutuhkan dalam bekerja, sehingga 
pekerja dapat merasa nyaman dengan pekerjaannya dan bekerja secara optimal.  Motivasi tersebut 
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dapat berupa materi, pengakuan maupun penghargaan.(30)  Dukungan pimpinan secara tidak langsung 
mempengaruhi produktivitas pekerja.(31)  Berkurangnya produktivitas pekerja dapat mempengaruhi 
keberhasilan program.  Jawaban dari beberapa informan menyatakan bahwa dukungan kepala puskesmas 
dalam penerapan K3 cukup baik namun dari pihak kepala puskesmas merasakan kurangnya dukungan 
dari Dinas Kesehatan.  Kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan menjadikan puskesmas seringkali 
merasa menanggung beban tanggung jawab program sendirian.

Sebagian besar informan yang merupakan tenaga medis dan non medis telah mengetahui fungsi 
dan manfaat penggunaan APD dalam pekerjaan mereka sehari-hari.  Bahkan sebagian dari mereka juga 
sudah pernah mendapatkan pelatihan tentang pemadaman kebakaran.  Namun mereka merasa masih perlu 
mendapatkan pelatihan tentang K3 puskesmas untuk melengkapi pengetahuan yang telah mereka miliki 
saat ini.  Selain itu mereka merasakan perlu dilakukan sosialisasi yang rutin dan berulang, terutama 
dalam hal kepatuhan pemakaian APD dan penerapan SPO sehingga diharapkan nantinya penerapan K3 
puskesmas dapat membudaya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Pembudayaan penerapan K3 puskesmas diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan terlindungi 
dalam bekerja serta dapat mengurangi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.  Harapan  
tersebut juga yang disampaikan oleh sebagian besar informan.  Hal tersebut dapat terwujud namun 
dibutuhkan kerja keras dan komitmen dari seluruh elemen yang terkait, baik kepala puskesmas, pelaksana 
K3 puskesmas, seluruh karyawan puskesmas, pasien dan pengunjung puskesmas serta Dinas Kesehatan 
selaku instansi pembina.

KESIMPULAN

Capaian  penerapan K3 puskesmas belum sesuai dengan yang diharapkan.  Penggunaan APD, 
ketersediaan APAR dan antiseptik, pengelolaan limbah serta penerapan SPO menjadi poin kegiatan 
yang dilaksanakan di seluruh puskesmas. Selain itu juga ada kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala 
dan tes kebugaran karyawan yang rutin dilaksanakan. Sampai saat ini hal-hal tersebut diatas yang lebih 
dulu mendapatkan perhatian dalam penerapan K3 puskesmas. Sedangkan untuk kelengkapan sarana dan 
prasarana yang mendukung K3 belum terlalu menjadi prioritas karena dibutuhkan sumber dana yang 
cukup besar untuk mencukupinya.  Kuarngnya sosialisasi dan dukungan dari instansi pembina merupakan 
sebagian faktor penghambat dalam penerapan K3 puskesmas, selain masih kurangnya kesadaran individu 
dan kelengkapan sarana prasarana penunjang penerapan K3 puskesmas.  

Saran yang diberikan untuk dapat meningkatkan kualitas penerapan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) puskesmas di Kabupaten Semarang antara lain dengan melakukan sosialisasi tentang 
penerapan K3 puskesmas secara rutin minimal 1 (satu) kali setahun bagi seluruh karyawan puskesmas, 
yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan sesuai tupoksi masing-masing bekerjasama dengan organisasi 
profesi terkait (IDI, IBI, PPNI, dsb) dalam bentuk workshop.
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